BAB I
PENDAHULUAN




1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dan telah dilakukan perubahan sebanyak satu kali dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025. Dikarenakan Tahun 2016 ini Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyusun RPJMD 2016-2020 maka dalam penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 harus selaras dengan RPJPD Provinsi Bengkulu 2005-2025. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya RKPD Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016 dilakukan melalui pendekatan Common Goals serta kewilayahan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:


a. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;
e. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi Raperda tentang APBD; dan
f. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 (
PRA MUSREMBANG
(MUSREMBANG KEWILAYAHAN)
Perubahan RPJPD 
Tahun 2005-2025
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK
MUSREMBANG
KABUPATEN/KOTA
Evaluasi Kinerja
2008-2012
FORUM OPD
RANCANGAN RKPD
Rancangan Awal RKPD
(Draft I)
Rancangan Awal RKPD
(Draft II)
RPJM Tahun
2010-2014
TANTANGAN AKTUAL
MUSREMBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD
PERGUB RKPD TAHUN 2014
MUSREMBANG NASIONAL
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Penyusunan RKPD tahun 2016 dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD (Draft I dan Draft II), penyusunan RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom–up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom–up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. Persiapan Penyusunan RKPD
Tahap persiapan penyusunan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 meliputi:
a. Penyusunan rancangan Surat Keputusan Provinsi Bengkulu tentang pembentukan tim penyusun RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD (Draft I dan Draft II)
Tahap penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
a. Perumusan rancangan awal RKPD
Perumusan rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 mencakup:

1) Pengolahan data dan informasi;
2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
10) Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
11) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
b. Penyajian rancangan awal RKPD
Rancangan awal RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1) Pendahuluan;
2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
4) Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD
Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD kabupaten sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan tersebut mencakup:
a. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada musrenbang RKPD di Provinsi Bengkulu;
c. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah provinsi;
d. Prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
e. Sinergi dengan RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu.

6. Penetapan RKPD
RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu. RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016. Selain itu, RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 untuk memastikan APBD Provinsi Bengkulu 2016 telah disusun berlandaskan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD
Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 514);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6).

18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2); 
20. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 36);

1.3. Hubungan Antar Dokumen 
RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2030 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode III Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 disajikan berdasarkan lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:




BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
1.2. Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
1.4. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016.
1.5. Sistematika
Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016. 

BAB II		EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
	2.1. 	Gambaran Umum Kondisi Daerah
	Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan Tahun 2014.
2.2. 	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014.
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah
	Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2014.




BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
	3.1. 	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
		Menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2016.
3.2. 	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
		Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2016 serta pendanaan pembangunan lainnya. 

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.1. 	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016.
	4.2. 	Prioritas Pembangunan
		Mengemukakan tentang prioritas pembanagunan untuk Tahun 2016, isu strategis serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.  

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
	Menjelaskan mengenai program dan kegiatan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2016.

BAB VI	 INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2014
		Memuat Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2016.

BAB VII PENUTUP 	
Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUAPBD) dan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Maksud dan Tujuan penyusunan serta penetapan RKPD Provinsi Bengkulu mencakup sebagai berikut:
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; 
3. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA SKPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUAPBD, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat; dan
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
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